BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga negara independen adalah organ negara yang
diidealkan independen dan berada di luar cabang kekuasaan eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif, namun mempunyai fungsi dari ketiganya.
Para ahli menyebutnya lembaga negara penunjang atau lembaga negara
bantu, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam
penyelenggaraan negara dan dibutuhkan keberadaannya. Untuk
menjawab setiap persoalan-persoalan yang berkembang pasca
reformasi baik di masyarakat atau di pemerintahan. Kemudian pasca
perubahan konstitusi lembaga negara dibentuk dalam 3 (tiga)
kelompok. Pertama, dibentuk berdasarkan perintah Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, berdasarkan
perintah Undang-Undang. Ketiga, berdasarkan perintah Keputusan
Presiden.' Dalam bebeberapa literatur dijelaskan bahwa sifat
independen tercermin dari,

1. Kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan;

2. Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai

politik tertentu;
3. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara

bersamaan, tetapi bergantian.”

'Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000),
h.62.

*Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 77.



Komisi negara independen tersebut salah satunya adalah
Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang telah berubah menjadi
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berdasarkan Keppres No. 44
tahun 2000 diganti dengan Undang Undang No. 37 Tahun 2008.°
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan
mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk
yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah.* Ombudsman tidak berwenang mengadili atau
mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum. Ombudsman
diberi wewenang untuk memeriksa semua keganjilan administratif atau
pelayanan masyarakat oleh aparatur negara maupun lembaga peradilan,
tidak terkecuali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Ombudsman menyentuh seluruh aspek
penyelenggara pemerintah, maka Ombudsman harus diberi wewenang
yang besar dalam menjalankan tugasnya. Itu sebabnya, Ombudsman
harus diberikan hak imunitas.’

Berdasarkan Undang- Undang No. 37 tahun 2008 tentang

Ombudsman RI yaitu memberikan kewenangan kepada Ombudsman RI

3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang
Komisi Ombudsman Nasional.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia

’Asshiddigie Jimly, Makalah “Gagasan Negara Hukum Indonesia”,
(Jimly.com, diakses pada tanggal 11 Juni 2021)



hak imunitas, kekebalan sebagai dukungan penuh terhadap pelaksanaan
tugas dan wewenang Ombudsman. Hak ini diatur dalam pasal 10 yang
menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya,
Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau
digugat di muka pengadilan.® Ketentuan mengenai hak imunitas tidak
beraku apabila ombudsman melakukan pelanggaran hukum sehingga
penafsiran pasal 10 tentang hak imunitas Ombudsman memiliki batasan
— batasan. Hak imuntas ini bukan berarti menjadi lembaga yang kebal
terhadap hukum, namun menjadi salah satu keistimewaan lembaga
negara independen yang diberikan dalam ketentuan perundang-
undangan, agar dalam menjalankan tugas tidak ada diskriminasi dari
pihak manapun. Selain itu ada hak investigasi insiatif terhadap lembaga
negara tanpa harus izin telebih dahulu terhadap lembaga tersebut atau
lebih dikenal dengan sidak langsung sehingga upaya pengawasan
terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan dan yang lainnya
serta pelayanan masyarakat dan penegakan hukum untuk menciptakan
pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan
kesejahteran serta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga
negara Republik Indonesia.’

Disisi lain Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa pada Pasal 7 ayat (1)
menentukan bahwa, setiap Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di

bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia
"Ni“matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Cetakan

Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 12-15.



informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.® Menurut pasal 1
Ayat (3) UU KIP bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif,
lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat dan/atau luar negeri.” Oleh karena itu, akibat dari adanya
permintaan informasi yang dilakukan Pemohon Informasi kepada
Komisi Informasi menjadikan adanya sengketa informasi. Dalam hal
pemohon informasi merasa tidak puas dengan putusan KIP ada
alternatif yang disediakan oleh UU 14 Tahun 2008 memberikan upaya
hukum lainnya lewat gugatan ke pengadilan dan kasasi sesuai Pasal 47
yang berbunyi: '’
a. Ayat (1) “Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan
tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik
Negara” .
b. Ayat (2) “Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan
negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain
Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

¥Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

? Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

' Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik



Selain itu ada upaya kasasi lewat Pasal 50 yang berbunyi “Pihak
yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau
pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung
paling lambat dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sejak diterimanya
putusan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan negeri”. Hal ini
menimbulkan penafsiran lain akan batasan - batasan terhadap hak
imunitas tersebut, jikalau berbanding terbalik dengan peristiwa diluar
kewenangannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apabila
Ombudsman digugat dipengadilan secara lembaga maka akan tertolak
dengan sendirinya dengan alasan Pasal 10 UU ORI sebagai batasan,
sehingga ini memberikan interpretasi atau pandangan yang berbeda
dikalangan para ahli hukum tata negara. Adapun langkah upaya hukum
ketika Ombudsman dimohon sebagai termohon dalam sengketa
informasi maka perlu ada putusan Komisi Informasi yang dampak
hukumnya dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang
kemudian bisa sampai upaya kasasi ke Mahkamah Agung dan ini
memberikan tafsiran lanjut mengenai status kekebalan hukum.
Ombudsman tidak akan pernah hadir jika ada panggilan dari pengadilan
sebagai dampak dari status hak imunitas tersebut, maka perlu ada
pengujian terhadap pasal 10 UU ORI agar diperoleh penafsiran yang

. <11
terperinci.

Dalam hal ini penulis mencoba mengetahui hubungan antara hak
imunitas Ombudsman dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan

Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 005/III/KIP-PS-A/2018

"' Ni’'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, ......... ,
h. 49.



mengenai lembaga Ombudsman sebagai termohon dalam sengketa
informasi publik dengan pemohon PT. Indopress Digi Media. Adapun
informasi yang diminta yaitu Dokumen hasil penyelidikan Ombudsman
terkait kasus PT. Indo Beras Unggul (IBU). 12 Interpretasi yang berbeda
dalam mengimplementasikan hak imunitas pada sidang sengketa
informasi publik tersebut, bahwa pasal 10 tentang hak imunitas
Ombudsman membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait batasan-
batasan dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan
yang berlaku. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan
menemukan solusi serta menguji bagaimana implementasi hak imunitas
Ombudsman atas fakta sidang sengketa informasi publik pada Putusan
KIP Nomor: 005/III/KIP-PSA/2018 dengan alasan hak imunitas
tersebut Ombudsman tidak hadir pada sidang sengketa informasi
tersebut karena dikhawatirkan setelah adanya putusan KIP memberikan
dampak hukum selanjutnya yaitu upaya hukum lewat Pengadilan Tata
Usaha Negara dan Pengadilan Negeri serta upaya kasasi sehingga hal
ini bertentangan dengan Pasal 10 UU 37 Tahun 2008 mengenai hak
imunitas Ombudsman padahal dalam penjelasan pasal 10 ketentuan ini
tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.
Maka dari itu tidak memberikan informasi publik kepada pemohon
informasi merupakan pelanggaran hukum sehingga dengan alasan hak
imunitas batal demi hukum dan Ombudsman memungkinkan untuk
digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau upaya kasasi.
Karena pada dasarnya semua badan publik tunduk pada UU KIP

dengan menganut asas keterbukaan informasi publik termasuk

"2 Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 005/IT1/KIP-
PS-A/2018.



Ombudsman. Kehadiran dalam persidangan sengketa informasi publik
merupakan panggilan patut yang harus dipenuhi meskipun informasi
yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Dengan demikian,
perlu kiranya kehadiran Ombudsman merupakan hal yang wajib,
karena tidak ada badan publik yang dikecualikan hanya ada informasi
yang dikecualikan. Maka Ombudsman perlu memberikan keterangan
pada sidang sengketa informasi publik, agar tercipta cerminan bahwa

semua badan publik menganut asas keterbukaan. "

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka sangat penting
penelitian ini dilakukan mengenai IMPLEMENTASI HAK
IMUNITAS OMBUDSMAN PADA SIDANG SENGKETA
INFORMASI PUBLIK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR: 005/IT11/KIP-
PS-A/2018).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan banyaknya
permasalahan-permasalahan yang ada mengenai implementasi hak
imunitas Ombudsman pada sidang sengketa informasi dan Undang
Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik
Indonesia, maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai
berikut:
1. Bagaimana implementasi hak imunitas Ombudsman menurut
Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia?

13 Hendra Nurcahyo, Memahamai Maladministrasi, Cetakan Pertama, (Jakarta:
Ombudsman Republik Indonesia, 2013), h.23.



2. Bagaimana analisis putusan Komisi Informasi Pusat Nomor:
005/11I/KIP-PS-A/2018 mengenai sengketa informasi publik

terhadap penerapan hak imunitas Ombudsman?

C. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada implementasi hak imunitas

Ombudsman pada sengketa informasi publik sesuai dengan putusan

Komisi Informasi Pusat Nomor: 005/11I/KIP-PS-A/2018.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan
metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta
menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bentuk implementasi hak imunitas Ombudsman
menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui putusan Komisi Informasi Pusat Nomor:
005/11I/KIP-PS-A/2018 mengenai sengketa informasi publik

terhadap penerapan hak imunitas Ombudsman.

E. Manfaat Penelitian
Selanjutnya, manfaat yang akandiperoleh dari penelitian ini
antara lain adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ketatanegaraan
tentang implementasi hak imunitas Ombudsman pada

sengketa informasi publik.



2.

Manfaat praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para
akademisi dan Ombudsman terkait bagaimana implementasi
hak imunitas Ombudsman dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya. Selain itu, juga sebagai bahan peneliti
lanjutan bagi mahasiswa dan peneliti yang akan meniliti lebih

jauh tentang masalah tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam rangka menjaga keaslian judul yang peneliti ajukan

dalam skripsi ini perlu kiranya peneliti melampirkan beberapa

penelitian terdahulu sebagai rujukan untuk menjadi bahan

pertimbangan, antara lain:

1.

2.

Nama : Mochamad Agus Ardyansyah

Institusi ~ : Universitas Diponegoro Semarang

Tahun : 2017

Judul : Kebijakan perlindungan hukum dan hak

imunitas insan Ombudsman yang berkeadilan

Persamaan jurnal dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas hak implementasi Ombudsman sedangkan dari
sisi perbedaannya jurnal ini membahas kebijakan hukum hak
imunitas dalam penegakan hukum sedangkan peneliti
membahas implementasi hak imunitas Ombudsman pada

sidang sengketa informasi publik.

Nama : Dahlena

Institusi ~ : Universitas Islam Indonesia

Tahun :2016

Judul : Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia

terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
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Persamaan skripsi ini dengan dengan penelitian peneliti
terletak pada tinjauan yuridis terhadap implikasi sebuah
putusan. Sedangkan dari sisi perbedaanya skripsi ini
membahas pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan peneliti
membahas implementasi hak imunitas Ombudsman terhadap
putusan Komisi Informasi Pusat pada sidang sengketa

informasi publik.

3. Nama : Erna Huroiroh
Institusi  : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
Judul : Tinjauan Figh Siyasah terhadap Rekomendasi

Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi
pengawasan pelayanan publik

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penilti terletak pada
tinjauan hukum terhadap salah satu fungsi dan kewenangan
Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Namun, yang membedakan jurnal ini dengan peneliti terletak
pada tinjauan yang digunakan yaitu tinjauan Figh Siyasah
dan tinjauan putusan serta dalam pembahasannya yaitu hak

imunitas dan rekomendasi.

G. Kerangka Pemikiran
Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul
penelitian ini dan sebagai pijakan penulis dalam penelitian ini serta

untuk membantu penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut:
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1. Implementasi

Implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan,
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).'* Secara
abstrak, implementasi menurut Prof. Tachjan menyatakan
implementasi adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang
dilaksanakan sesudah adanya kebijakan.'” Dalam penelitian
ini, peneliti ingin menguji secara normatif yuridis terkait
bagaimana penerapan atau pelaksanaan hak imunitas dalam
menjalankan tugas dan kewenangan sebuah lembaga negara,
maka kata yang tepat untuk mengawali penelitian ilmiah ini

adalah kata implementasi.

2. Hak Imunitas Ombudsman

Salah satu lembaga negara di Indonesia yang
memiliki hak imunitas adalah Ombdsman yang merupakan
satu lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan
lembaga lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2008 Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI), yaitu:
“Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan publik
baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan

14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 548
"> H. Tachjan, Implementasi Kebjakan Publik (Bandung: AIPI, 2006), h. 25.
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Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseoranagan
yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
dan pendapatan belanja daerah”. Landasan hukum
Ombudsman dulunya sebelum UU ORI adalah Keputusan
Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Dalam Keppres ini tidak
ditemukan adanya pasal yang menjelaskan tentang imunitas
Ombudsman. Karena pada saat itu Ombudsman masih
berbentuk komisi dan hanya berfungsi sebagai lembaga
pengawas eksternal yang secara independen akan melakukan
kerja pengawasan terhadap penyelenggara negara dalam
memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab
mereka. Dengan disahkannya UU Nomor 37 Tahun 2008
Tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam sidang
paripurna DPR RI pada tanggal 09 September 2008, maka
berubahlah nama Komisi Ombudsman Nasional menjadi
Ombudsman Republik Indonesia dengan landasan hukum
UU Nomor 37 Tahun 2008. Sejak ditetapkannya UU ini,
dengan demikian ada hak imunitas bagi para anggota

Ombudsman.

Hak imunitas bukanlah hal yang baru dikenal di
Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu
telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya,
seperti: Anggota Legislatif, Advokat dan Ombudsman. Hak

imunitas Ombudsman merupakan suatu hak kekebalan
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sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang
Ombudsman. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 10
Undang — Undang Nomor 37 Tahun 2008 bahwasannya
dengan hak imunitas ini, Ombudsman tidak dapat ditangkap,
ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka
pengadilan. Adapun tujuan dari kepemilikan hak imunitas ini
adalah agar tidak adanya diskriminasi terhadap anggota
Ombudsman.Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 10
mengenai Hak Imunitas Ombudsman ketentuan ini tidak
berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.
Adapun tujuan dari kepemilikan hak imunitas Ombudsman
ini adalah agar tidak adanya diskriminasi terhadap anggota
Ombudsman. Keberadaan Ombudsman diharapkan menjadi
cara ampuh untuk mencegah terjadinya  praktik
maladministrasi dan untuk memperkuat sistem hubungan
nasional secara menyeluruh serta dapat mempercepat
tercapainya tujuan nasional dan kehidupan harmonis yang
berakar pada tertib aturan hukum. Dengan demikian dalam
pelaksanaan tugas dan kewenangannya anggota Ombudsman
memiliki kekebalan hukum sehingga tidak ada intervensi dari
pihak manapun, sehingga dapat melaksanakan pengawasan
pelayanan  publik dengan baik demi tercapainya
penyelenggaraan negara yang baik dan bersih dari korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN).
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3. Sengketa Informasi Publik

Informasi  publik merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan
Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Informasi bagian dari kebutuhan pokok terhadap setiap
warga negara dan hak asasi manusia yang harus menjadi
salah satu instrumen negara demokratis yang menjunjung

tinggi kedaulatan rakyat.

Ombudsman merupakan salah satu lembaga publik
yang menurut UU 14 Tahun 2008 yang harus memberikan
keterbukaan informasi dalam rangka menyelenggarakan
pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan dan
akuntabel. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU KIP bahwa Badan
Publik adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga
yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat

dan/atau luar negeri.

Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (1)
menentukan bahwa, setiap Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi
Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan. Oleh karena itu, akibat dari adanya permintaan
informasi yang dilakukan Pemohon Informasi kepada Komisi
Informasi  menjadikan adanya sengketa  informasi.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang — Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
disebutkan bahwa sengketa informasi publik merupakan
sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon
Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan
Informasi  Publik  berdasarkan  peraturan perundang

undangan. '’

Dalam hal pemohon informasi merasa tidak puas
dengan putusan KIP ada alternatif yang disediakan oleh UU
14 Tahun 2008 memberikan upaya hukum lainnya lewat
gugatan ke pengadilan dan kasasi sesuai Pasal 47 yang

berbunyi:

'“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
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a. Ayat (1) “Pengajuan gugatan dilakukan melalui
pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat
adalah Badan Publik Negara” .

b. Ayat (2) “ Pengajuan gugatan dilakukan melalui
pengadilan negeri apabila yang digugat adalah
Badan Publik selain Badan Publik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu ada upaya kasasi lewat Pasal 50 yang
berbunyi “Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan
tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu
14 hari (empat belas) hari sejak diterimanya putusan
pengadilan tata usaha negara dan pengadilan negeri”.
Kemudian ada interpretasi lain mengenai lembaga
Ombudsman tidak dapat digugat di muka pengadilan dengan
alasan berbenturan dengan hak imunitas. Sehingga meskipun
dipanggil secara patut oleh pengadilan maka Ombudsman
secara kelembagaan tidak akan memenuhi panggilan
tersebut, sampai kapan pun karena pasal 10 UU ORI
membatasi bahwa Ombudsman tidak bisa menghadiri
dan/atau memberikan keterangan di muka pengadilan

dikarenakan lekatan dari hak imunitas tersebut.'’

H. Metodologi Penelitian
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode

penulisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

""Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
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1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti
ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya atau
telaah secara komprehensif mengenai aturan hukum yang
saling berkaitan, yang mana dalam hal ini menggunakan
pendekatan perundang — undangan (satute aprproach).'
Pendekatan yang memfokuskan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan
persoalan hukum yang sedang ditangani. Terutama
menganalisis pasal — pasal yang berkaitan dengan putusan
Komisi Informasi Pusat, dalam hal ini yaitu pasal 10 Undang
Undang Ombudsman Republik Indonesia.

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum pada skripsi ini adalah peneltian
kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian
hukum normatif'’ adalah penelitian yang ditujukan untuk
mengkaji kualitas dari Norma hukum itu sendiri.” Penelitian
hukum normatif juga bisa disebut sebagai penilitian
kepustakaan atau studi dokumen, doktriner, juga disebut

sebagai penilitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut

'8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar
Maju, 2008).

Y Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan
Kesembilan, 2014 (Jakarta: Prenadamedia Group).

*» Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:
Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.
Vol. 8, No. 1, 2014.
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penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan
atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis

atau bahan-bahan hukum yang lain.

3. Data penelitian dan sumber data

Pada penelitian normatif, data sekunder merupakan
data pokok atau utama yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku literatur maupun surat-surat
resmi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data
sekunder (bahan-bahan pustaka) terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisa data
nonstatistik dalam pengolahan data menggunakan analisis isi
(content analys) atau kritis terhadap rumusan masalah dengan

peraturan perundang undangan. *!

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dan

diuraikan kedalam tiga bagian yaitu:

a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat
authoriataif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan
dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan
oleh peneliti yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan

2! Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 13.
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Putusan Nomor: 005/III/KIP-PS-A/2018 Komisi Informasi
Pusat Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas
bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk
skripsi, jurnal-jurnal hukum, artikel dan karya tulis ilmiah
lainnya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petujuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopdia. Dalam
penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku
pedoman pembuatan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar
dapat disusun secara sistematis dan mengetahui bahasan-bahasan setiap
BAB, sehingga di antara yang satu dengan yang lain dapat dibahas satu
persatu. Adapun sistematika dari masing-masing BAB adalah sebagai
berikut:

BAB I PENDAHULUAN, BAB ini meliputi: latar belakang
masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka
pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB I OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, pada BAB ini
diuraikan tentang sejarah Ombudsman, dasar hukum pembentukan
Ombudsman, pelayanan publik yang layak dan hak dasar memperoleh

informasi.
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BAB I TEORI LEMBAGA NEGARA DAN
KEWENANGANNYA, pada BAB ini diuraikan tentang teori negara
hukum dan sistem kelembagaan negara (organ), pelaksanaan mengenai
hak imunitas Ombudsman, penyelesaian sengketa informasi publik dan
lembaga negara Ombudsman menurut figh siyasah.

BAB IV IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS OMBUDSMAN
PADA SENGKETA INFORMASI PUBLIK, pada BAB IV
menganalisa bagaimana implementasi hak imunitas Ombudsman
menurut Pasal 10 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan analisa
putusan Komisi Informasi Nomor: 005/III/KIP-PS-A/2018 terhadap
hak imunitas ombudsman.

BAB V PENUTUP, berisi Kesimpulan dan Saran.
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